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ABSTRAK 
 
         Salah satu produk  Keimigrasian yakni paspor. Paspor hanya bisa digunakan 
oleh orang yang namanya tercantum didalamnya, dengan kata lain paspor bisa 
dikatakan sebagai dokumen identitas diri pemegangnya, yang dikeluarkan secara 
resmi oleh suatu negara untuk setiap warganegaranya yang dalam memperolehnya 
dilakukan dengan mengajukan kepada kantor Imigrasi setempat, sesuai syarat dan 
ketentuan yang berlaku.  
         Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) bentuk pemidanaan orang yang 
memberikan keterangan palsu untuk memperoleh Paspor berdasarkan Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (2) upaya 
yang dilakukan oleh Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang untuk mencegah tindak 
pidana memberikan keterangan palsu untuk memperoleh Paspor berdasarkan Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  
        Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif 
yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat 
asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan  
        Hasil penelitian, (1) Bentuk pemidanaan orang yang memberikan keterangan 
tidak benar untuk memperoleh Paspor berdasarkan Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian termasuk dalam salah satu 
rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c 
Undang- Undang Keimigrasian. Memberikan keerangan yang tidak benar dalam 
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/ PN.Pml,  terdakwa  AAWA sebagai subjek hukum 
(setiap orang) dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa 
tidakmembayar pidana denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan.    
Upaya Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang dalam mencegah tindak pidana 
memberikan keterangan palsu untuk memperoleh paspor antrara lain upaya preventif, 
represif, non litigasi, serta ditetapkan sanksi administrasi berupa penangguhan 
pemberian permohonan paspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.  Sanksi 
administrasi tersebut juga perlu dipadukan dengan memaksimalkan penerapan sanksi 
pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. 
 
Kata kunci : Tindak pidana, keterangan tidak benar  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  Masalah 
          Sebagian besar rakyat Indonesia memahami bahwa sebagai negara hukum 
(rule of Law) telah diamanatkan atas bangsa Indonesia agar segala tindakan dalam   
penyelenggaraan  negara dilakukan dengan berdasarkan atas hukum. Secara 
umum, hukum adalah suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk 
mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.
1
 Menyadari akan hal tersebut 
maka dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, diikutsertakan 
pembangunan hukum sebagai salah satu esensi pembangunan nasional. 
          Simorangkir memaknai hukum sebaai peraturan-peraturan yang bersifat 
memaksa dan menenukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat 
oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaan atas peraturan tersebut 
berakibat diambilnya tindakan.
2
  Keberadaan pembangunan hukum sebagai  
bagian  dari  pembangunan  nasional dikarenakan  oleh  realitas  utama  yakni 
adanya korelasi antara pembangunan hukum dengan pembangunan masyarakat 
sehingga setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. 
Perubahan  sosial  dalam  masyarakat pada era modernisasi ini tentunya sangat 
mempengaruhi keberadaan hukum dalam masyarakat.  Penyelenggaraan hukum 
                                                             
1
 Sri Warjiyati. Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep dasar Ilmu Hukum). Jakarta: Kencana 
Cetakan ke-1 , 2018. hlm.29 
2
 Sri Harini Dwiyatmi. Pengantar Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia Edisi kedua, 
2013, hlm.8 
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keimigrasian dilakukan  oleh  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara struktur 
kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan 
fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan 
keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain.  
         Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan 
fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sampai pada  Kantor  Imigrasi  sebagai  bagian  dari 
Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Secara normatif, penyelenggaraan sistem   hukum   keimigrasian    
berdasarkan pada  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun 2011 
tentang Imigrasi.   
          Salah satu produk  Keimigrasian yakni paspor. Paspor hanya bisa 
digunakan oleh orang yang namanya tercantum didalamnya, dengan kata lain 
paspor bisa dikatakan sebagai dokumen identitas diri pemegangnya, yang 
dikeluarkan secara resmi oleh suatu negara untuk setiap warganegaranya yang 
dalam memperolehnya dilakukan dengan mengajukan kepada kantor Imigrasi 
setempat, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.  
           Masalah pemalsuan identitas diri pemohon surat perjalanan, atau paspor 
tidak lepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan pemerintahan mulai 
dari proses pengurusan identitas diri pemohon hingga pada penerbitan paspor. Hal 
ini karena dalam pengurusan   paspor,   terdapat   peran   dari  sejumlah 
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kelembagaan pemerintah, yang secara singkat dimulai dari awal porses 
pengurusan paspor adalah dimulai dari pengajuan permohonan paspor yang 
disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan. 
           Dokumen yang dimaksudkan yakni seperti (1)  Akta Kelahiran, (2) Kartu 
Tanda Penduduk, dan (3) Kartu Keluarga. Dalam hal persyaratan administratif 
dinyatakan lengkap, maka petugas keimigrasian melakukan wawancara untuk 
mengetahui maksud pengurusan paspor. Setelah dilakukan wawancara, 
dilanjutkan dengan pengambilan foto, sidik jari dan scen kornea mata. 
Selanjutnya diteruskan dengan proses pencetakan paspor, dan pengambilan 
paspor. Oleh sebab itu maka ditegaskan  bahwa terjadinya tindak pidana 
keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan 
dokumen resmi, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan 
terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan 
pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.  
          Berdasarkan alur singkat tersebut, maka terlihat bahwa ada beberapa subjek 
yang terlibat dalam pengurusan parpor tersebut yang meliputi: pemohon paspor, 
Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil, 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (dalam hal pengurusan paspor untuk 
tenaga kerja Indonesia), dan Kantor imigrasi sebagai lembaga pemerintah yang 
diberikan kewenangan penerbitan paspor. Adapun salah satu kasus yang terjadi 
mengenai memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen 
perjalanan, adalah berdasarkan putusan PN.Pemalang dengan Putusan Nomor 
8/Pid.Sus/2019/PN.Pml yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 
tahun dengan denda 100 juta kepda terdakwa AAWA.  
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          Berdasarkan deskripsi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul  “Tanggung Jawab Pidana Orang yang Memberikan 
Keterangan Palsu untuk Memperoleh Paspor Berdasarkan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. 
 
B. Rumusan Masalah 
         Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bentuk pemidanaan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu untuk 
memperoleh Paspor. 
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang untuk 
mencegah tindak pidana memberikan keterangan palsu untuk memperoleh 
Paspor. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengkaji bentuk pemidanaan orang yang memberikan keterangan 
palsu untuk memperoleh Paspor. 
2. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang 
untuk mencegah tindak pidana memberikan keterangan palsu untuk 
memperoleh Paspor. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
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             Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana 
memberikan keterangan palsu untuk memperoleh Paspor,  dan apa sajakah 
unsur-unsur memberikan keterangan palsu, serta  upaya yang dilakukan oleh 
Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang untuk mencegah tindak pidana memberikan 
keterangan palsu untuk memperoleh Paspor.  
2. Manfaat Praktis 
        Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami (a) 
pemidanaan terhadap orang memberikan keterangan palsu untuk memperoleh 
Paspor,  (b)  upaya yang dilakukan oleh Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang 
untuk mencegah tindak pidana memberikan keterangan palsu untuk 
memperoleh Paspor.. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
         Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi 
kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  
yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang 
ada dan mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.
3
 Hasil penelitian 
yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam 
lingkup yang sama. Secara teknis hasil penelitian yang relevan dengan apa yang 
akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat 
                                                             
            3 John W Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 
Campuran. Yogjakarta:Pustaka Pelajar.  Cetakan I. 2016. hlm.36 
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penelitian, sampel penelitian, analisis, dan kesimpulan.
4
 Adapun beberapa 
penelitian yang relevan dengan  memberikan keterangan tidak benar, baik  untuk 
memperoleh surat perjalanan, atau paspor, atau untuk memperoleh surat bukti 
autentik, dan sebagainya adalah sebagai berikut :       
1. Annisa Sativa5, meneliti tentang Tindak Pidana Memasukkan Keterangan 
Palsu Kedalam Akte Autentik. Hasil penelitiannya adalah  Masyarakat dalam 
aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari berhubungan dengan obyek-obyek 
keterangan diatas sumpah, mata uang, meterai, merek dan surat. Namun dari 
beberapa obyek tersebut lebih sering berhubungan dengan uang dan surat-
surat. Keterkaitan masyarakat dengan obyek-obyek tersebut karena 
masyarakat percaya dengan kebenaran terhadap obyek tersebut, dimana obyek 
merupakan suatu benda yang sah atau pun legal, maka harus dilindungi agar 
tidak ada yang menyalahgunakan dengan meniru atau pun membuat suatu 
benda yang sama namun tidak memiliki ketentuan yang berlaku bagi undang-
undang. Pemalsuan merupakan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat 
karena dapat merugikan orang lain dan menimbulkan ketidakpercayaan satu 
sama lain. Undang-Undang melarang terjadinya kejahatan pemalsuan, maka 
siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut maka harus menjalankan sanksi 
pidana yang berlaku.  
                                                             
            
4
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2015. 
hlm.59 
            
5
 Annisa Sativa, Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akte Autentik. 
Jurnal Penegakan Hukum/Volume 1/Nomor 1/Juni 2014 ISSN 2355-987X 
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2. Themis Simaremare M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza6. Meneliti 
tentang “Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam 
Akte Otentik (Studi Putusan Nomor : 1545/Pid.B/2012 Pn. Medan. Jo Putusan 
Nomor :39/Pid/2013/ Pt.Medan.)” hasilnya adalah  Pengaturan Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Unsur yang terkandung dalam pasal 263 yaitu unsur obyektif yaitu (a) 
Perbuatan yaitu memakai (b) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang 
dipalsukan, (c) Pemakaian surat tersebut dapat merugikan dan Unsur 
subyektif dengan sengaja. Selanjutnya Tindak Pidana Pemalsuan diatur dalam 
Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur-unsurnya adalah 
unsur objektif (a) Perbuatan : menyuruh memasukkan, (b) Obyeknya: 
keterangan palsu, (c) Kedalam akta otentik,(d) sesuatu hal yang kebenarannya 
harus dinyatakan dengan akta itu, (e) Jika pemakaiannya dapat menimbulkan 
kerugian.  Pertimbangan hukum Hakim di rumuskan dalam pasal 266 ayat (1) 
KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “barang siapa menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu 
hal yang kebenerannya harus dinyatakan oleh akta ini, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah 
keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal 
tersebut yang mengakibatkan putusan PN. 1545/Pid.B/2012/PN.-Mdn yang 
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merupakan putusan Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri Medan memberikan 
putusan yang amar putusannya berbunyi menyatakan terdakwa Ignasius Sago 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan yaitu “bersama-sama menyuruh menempatkan 
keterangan palsu ke dalam akta autentik, menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 
kurungan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan 
terdakwa ditahan, dan memerintahkan barang bukti supaya dikembalikan 
kepada Octo Berman Simanjuntak. Selanjutnya dalam putusan Pengadilan 
Tinggi Negeri Medan memutus terdakwa dengan penjara 8 (delapan) bulan.   
3. Dwi Dharma Putra Malota7 meneliti tentang “Alat Bukti Dalam Pemeriksaan 
Perkara Tindak Pidana Keimigrasian”, hasilnya adalah bahwa, (a) cara 
memperoleh keterangan dan alat bukti mengenai terjadinya tindak pidana 
keimigrasian dilakukan melalui proses penyidikansebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang 
sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasianberkoordinasi dengan penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, 
PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan 
tahapan pelaksanaan dalam rangka memperoleh keterangan dan alat bukti 
dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-
                                                             
           
7
 Dwi Dharma Putra Malota, “Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana 
Keimigrasian”. Jurnal: Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015 
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Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum 
dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh 
Pemerintah Republik Indonesia. (2) Alat bukti dalam pemeriksaan perkara 
tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuanketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian, berupa: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara 
pidana dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan 
diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu serta 
keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang. 
        Perbedaan penelitian antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 
hendak dilakukan adalah pada bentuk pertanggungjawaban pidana atas 
memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh surat perjalanan yang 
diterbitkan oleh kantor Imigrasi. Surat perjalanan yang dimaksudkan adalah 
Paspor, yang secara administratif tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang 
harus dipenuhi untuk memperoleh Paspor tersebut.  Adapun penelitian 
sebelumnya berfokus pada pengaturan tindak pidana pemalsuan surat diatur 
dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsrnya (a) 
perbuatan yaitu memakai (b) obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang 
dipalsukan, (c) pemakaian surat tersebut dapat merugikan dan Unsur subyektif 
dengan sengaja. 
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E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadap fakta hukum terasebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangutan.
8
  
 Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan 
mengadakan analisis dan konstruksi.
9
 Dalam kontek penelitian ini, maka metode 
penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang berkaitan 
dengan analisis dan konstruksi hukumnya  mengenai pertanggungjawaban pidana 
memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan 
berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.   
1. Jenis Penelitian 
        Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian 
tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, 
laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 2 (dua) 
permasalahan yang diteliti yakni bentuk pemidanaan orang yang memberikan 
                                                             
8 Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016. 
hlm.112 
9
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. hlm. 20 
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keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan berdasarkan 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan upaya 
kantor Imigrasi Pemalang dalam mencegah memberikan keterangan tidak 
benar untuk memperoleh paspor.     
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.
10
   Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian 
hukum normatif atau kepustakaan mencakup (a) penelitian terhadap asas-asas 
hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum, (e) sejarah 
hukum.
11
 Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 
pemahaman yang jelas dan benar mengenai pertanggungjawaban pidana 
memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan 
berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
3. Sumber Data  
         Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data 
sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang 
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 Bambang Waluyo. Op cit. hlm.17 
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12 
 
 
kelengkapan data primer. Didalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk pemidanaan 
terhadap orang yang memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh 
dokumen perjalanan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 
Tentang Keimigrasian yang terdiri atas: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pasal 
123, dan Pasal 126 huruf c) 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 
270) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 
4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
5) Peraturan   Pemerintah   Republik Indonesia   Nomor 30 Tahun 1994 
tentang Tata Cara Pelaksa-naan Cegah  Tangkal. 
6) Peraturan   Pemerintah   Republik Indonesia Nomor   31 Tahun 1994 
tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. 
7) Peraturan   Pemerintah   Republik Indonesia Nomor   32 Tahun 1994 
tentag Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. 
8) Peraturan   Pemerintah   Republik Indonesia   Nomor   36 Tahun   1994   
tentang   Surat   Perjalanan Republik Indonesia. 
 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
13 
 
 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti yakni kebijakan kriminal dalam tindak pidana menyimpan uang 
palsu.  
4. Metode Pengumpulan Data 
        Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, 
artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data 
dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 
sesuatu.
12
 Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara wawancara (interview) untuk memperoleh data primer, sedangkan 
untuk data sekunder berupa studi dokumen atau bahan pustaka, dan 
pengamatan atau observasi.  
         Wawancara  merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 
atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat 
dinamakan interview guide (panduan wawancara).
13
 Wawancara dilakukan 
kepada petugas Imigrasi (Staf Penindakan). Studi dokumen merupakan suatu 
alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan conten analysis.
14
 Studi dokumen atau pustaka merupakan 
separuh dari keseluruhan aktivitas itu sendiri, tujuannya adalah menunjukkan 
jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa 
yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan 
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pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.
15
  Data yang diperoleh baik 
dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data 
tataran yang dianalisis secara deskriptif yakni  pertanggungjawaban pidana 
memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan 
berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 
Tentang Keimigrasian. 
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.
16
 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata, gambar, 
rekaman identik digabungkan dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 
G. Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut. 
Bab  I Pendahuluan,  dalam bab ini dikemukakan mengenai  (a) latar 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
manfaat penelitian, (e) metode penelitian dan (f) sistematika penulisan 
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 Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016. 
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Bab  II Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan 
tindak pidana, (b) memberikan keterangan tidak benar, (c) 
pemidanaan, (d) paspor. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) mengkaji bentuk 
pemidanaan memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh 
dokumen perjalanan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (b) mengkaji upaya 
yang dilakukan oleh Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang untuk 
mencegah tindak pidana memberikan keterangan tidak benar untuk 
memperoleh dokumen perjalanan berdasarkan Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,  dan 
(c) Pembahasan  
Bab  IV   Penutup,  dalam bab ini  berisi (a) simpulan dan (b) saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
           Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan 
dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih 
menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau 
berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu 
sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan 
yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu 
aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga 
tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.   
            Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya 
Asas-Asas Hukum Pidana, dikatakan bahwa: "Perbuatan pidana merupakan 
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan 
hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah 
yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".
17
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            Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan 
pidana maksudnya adalah, bahwa: "Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada 
sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan 
bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam 
melakukannya.
18
 Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. Menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh 
Martiman Prodjohamidjojo memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua 
pengertian, yaitu:  
1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.  
2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa 
oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.
19
  
         Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat 
sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam 
masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus 
memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai 
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dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat 
melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai 
pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu 
perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman.
20
  
2.  Unsur-unsur  Tindak Pidana 
         Perumusan Strafbaarfeit jelas bahwa adanya perbuatan yang bersifat 
melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam 
usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, 
menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, 
membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subjektif dan Unsur objektif.  
a. Unsur Subjektif 
         Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku 
tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya.  Unsur-unsur Subjektif  dari suatu tindak pidana adalah 
Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa), maksud pada suatu 
percobaan. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan. merencanakan terlebih 
dahulu, Pasal 340 KUHP.
21
  
b. Unsur Objektif 
      Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan 
tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah 
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dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :  Sifat 
melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.   
       Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku. Syarat ini hendaknya dapat 
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan 
terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang 
tidak dapat dipersalahkan itu. Karena dilakukan oleh seseorang atau 
beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman 
orang lain yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat. 
Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh 
ketentuan hukum.   
         Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata 
bertentangan dengan aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya. 
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau 
keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu 
dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan 
oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam 
peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman 
tertentu.    
          Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak 
pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup  
beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari 
20 
 
 
segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan 
undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.  
         Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.  
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk 
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau 
kesalahan (criminal responbility)
22
 .  
       Dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif 
dan ada yang negatif. Positif terdakwa berbuat sesuatu, negatif tidak berbuat 
sesuatu yang seharusnya dilakukan.
23
  Adapun unsur-unsur tindak pidana 
menurut pandangan monistis meliputi : 
1) Ada perbuatan  
2) Ada sifat melawan hukum;  
3) Tidak ada alasan pembenar;  
4) Mampu bertanggungjawab;  
5) Kesalahan;  
6) Tidak ada alasan pemaaf.24  
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       Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki 
prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, dan 
criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, 
untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan 
adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki 
sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.   Menurut 
pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:   
a) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;  
b) Ada sifat melawan hukum;  
c) Tidak ada alasan pembenar.25  
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:  
a) Mampu bertanggungjawab;  
b) Kesalahan;  
c) Tidak ada alasan pemaaf.26   
        Lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur 
yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana 
sebagai unsur subjektif. Kedua unsur ini memiliki hubungan erat, yaitu 
tidak ada pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak ada tindak 
pidana.   Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-
unsur tindak pidana, antara lain:  
 
                                                             
25
 Ibid., hlm. 43.   
26
 Ibid., hlm. 43   
22 
 
 
a) Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik  
          Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu 
hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, 
yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap 
seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.  Oleh karena itu, 
mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsure-unsur yangada dalam 
pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun 
pertanggungjawaban pidananya.  
b) Ada sifat melawan hukum  
Dalam dogmatik hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak 
selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang 
masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus 
selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk 
mengetahui artinya. Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 
(empat) jenis, yaitu
27
.  
c) Sifat Melawan Hukum Umum  
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut 
dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah 
kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan 
hukum dan dapat dicela. 
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d) Sifat Melawan hukum Khusus  
           Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan 
syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi 
bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan :sifat melawan hukum 
khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.  
e) Sifat Melawan Hukum Formal  
     Istilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah 
dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).  
f) Sifat Melawan Hukum Materiil  
      Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan 
kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-
undang dalam rumusan delik tertentu.  
        Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan 
sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata 
atau hukum administrasi negara.    
          Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau 
Babinkumnas memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.
28 
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3. Jenis-Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
           Pada waktu apa yang disebut Wetboek va Strafrecht voor Indonesie, 
yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, 
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.  Menurut ketentuan di dalam Pasal 
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana Pokok itu terdiri atas:
29
  
1) Pidana mati  
2) Pidana penjara  
3) Pidana kurungan  
4) Pidana denda  
     Adapun pidana tambahan dapat berupa:  
1) Pencabutan dari hak-hak tertentu  
2) Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan  
3) Pengumuman dari putusan hakim.  
           Dari ketentuan pada Pasal 10 KUHP tersebut, jelaslah bahwa stelsel 
pidana kita menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan pidana 
tambahan. Di samping itu urut-urutan dari pidana ini mulai dari yang terberat 
ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari pidana tambahan. 
Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan pada salah satu pidana 
pokok, jadi bersifat imperatif.   
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             Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana 
yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP, 
maka akan diuraikan sebagai berikut:
30
  
1) Pidana Mati  
                 Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang 
paling banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan. 
Adapun pengertian pidana mati yaitu Hukuman mati ialah suatu 
hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk 
hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan 
jahatnya.  Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas 
beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:  
a) Kejahatan terhadap negara ( Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 
124 ayat (3) KUHP)  
b) Pembunuhan dengan berencana ( Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat 
(3), Pasal 340 KUHP)  
c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang 
memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan 
Pasal 368 ayat (2) KUHP.   
d) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan 
dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.  
Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman 
pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana 
khusus lainnya seperti:
31
.  
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a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme.  
b) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi  
c) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang 
hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.  
    2)  Pidana Penjara  
       Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. 
Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama 
waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum adalah satu hari 
dan maksimum (paling lama) lima belas tahun.
32
 Maksimum lima belas 
tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila :  
a) Kejahatan diancam dengan pidana mati.  
b) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.  
c) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, residive atau 
karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.  
d) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 
349 KUHP.  
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 Ibid., hlm. 96. 
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 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Bandung: Graha 
Ilmu, 2002. hlm 82.   
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         Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh 
pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan 
fatal ini para penegak hukum harus mengindahkan atau memperhatikan 
azas-azas dan peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-
undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.  
3) Pidana Kurungan  
               Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal 
ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
33
    
a) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani 
pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa 
persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain diluar 
daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP).  
b) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang 
diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHP. 
Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan 
biaya sendiri (Pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam Pasal ini 
terkenal dengan nama pistole)  
         Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat 
dari maksimum pidananya, dmana maksimum pidana kurungan adalah 
lebih pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), 
sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan 
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tertentu dapat menjadi 20 tahun).  Pidana kurungan juga mengenal 
minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan 
adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun.  
    4)  Pidana Denda  
        Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 
kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana 
ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda 
dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau 
kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana.   
4. Pemidanaan 
          Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. 
J.M.Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas 
tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat 
diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada 
29 
 
 
kesempatan itu.
34
  
            Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana 
formil sebagai berikut:
35
 
a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk 
dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan 
hukuman ataas pelanggaran pidana. 
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara 
mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang 
dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 
bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 
larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan 
hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan 
dan melaksanakan hukum pidana materil. 
          Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga 
orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
                                                             
34
 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm2 
35
 Tirtamidjaya, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Fasco, 2005, hlm.56 
30 
 
 
melakukan kejahatan serupa. 
           Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan 
bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 
terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar- 
benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut: 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
 
B. Tinjauan tentang Memberikan Keterangan Tidak Benar 
1. Pengertian Keterangan Tidak Benar 
Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.
36 
Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan  menjadi dua,  
yaitu: unsur obyektif, dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif 
adalah perbuatan  orang,  akibat  yang  terlihat,  dan  kemungkinan  adanya  
keadaan tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subyektif adalah 
orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.
  
Unsur  memberikan  keterangan  tidak benar dalam tindak pidana 
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imigrasi, dapat diidentifikasi dan dianalisa melalui perbandingan unsur-unsur 
tindak pidana yang terdapat dalam kejahatan pemalsuan yang diatur dengan 
KUHPidana dan unsur memberikan keterangan tidak benar yang diatur dengan 
Undang-Undang Keimigrasian. Keterkaitan kejahatan pemalsuan dalam 
KUHPidana dan tindak pidana imigrasi, terdapat unsur memberikan 
keterangan tidak benar, yaitu tindak pidana ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan 
Pasal 270 merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila dikaitkan 
dengan tindak pidana imigrasi yang terdapat unsur memberikan  keterangan  
tidak  benar, m a k a  dapat  dijadikan  acuan dalam menganalisa unsur 
memberikan keterangan tidak benar.  
Pasal 242 ayat (1)  KUHPidana  mempunyai  unsur  keterangan  palsu,  
sedangkan  Pasal  270 KUHPidana mengatur unsur-unsur yang terdapat 
pada kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat tertentu. Kebanyakan jenis 
surat-surat tertentu dalam Pasal 270 KUHPidana merupakan jenis-jenis 
dokumen keimigrasian yang digunakan dalam bidang imigrasi. Pasal 123 
juncto Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian mengatur tindak 
pidana yang didalamnya terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar. 
Tindak pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak 
benar memenuhi sebagian unsur-unsur dalam tindak pidana sumpah palsu atau 
keterangan palsu dan kejahatan pemalsuan surat-surat tertentu. 
Berbagai upaya dilakukan pelaku agar dapat memperoleh dokumen 
keimigrasian, sehingga pelaku dapat melakukan perjalanan antar negara. Salah 
satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan keterangan tidak 
benar yang menjadi bagian unsur tindak pidana keimigrasian. Menurut bahasa 
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dan  susunan kata, memberikan  keterangan  tidak  benar adalah  suatu  
tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerahkan suatu uraian, berupa 
informasi,   baik   secara   lisan   maupun   tertulis,   yang   nilai   
keabsahannya diragukan karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang 
sebenar-benarnya.  
Dalam hukum keimigrasian, keterangan dibutuhkan dan diberikan pada 
saat permohonan dan perpanjangan dokumen keimigrasian sesuai dengan 
ketentuan   peraturan   yang   berlaku.   Menurut   Kamus   Bahasa   Indonesia, 
pengertian keterangan adalah: 
a. Uraian atau penjelasan dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; 
b. Sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti dan tanda; 
c. Segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu. 
           Demi kepastian hukum, keterangan harus dalam bentuk tulisan yang 
dapat digunakan sebagai bukti. Keterangan dalam hukum keimigrasian dapat 
diartikan  sebagai  uraian,  penjelasan  atau  petunjuk  yang  terdapat  dalam 
lampiran persyaratan pada saat proses permohonan atau perpanjangan berupa 
surat-surat dan kelengkapan yang berisi fakta/peristiwa dan dibutuhkan sebagai 
pembuktian bagi pemohon dan pemegang dokumen keimigrasian. Persyaratan 
untuk  permohonan  paspor tercantum  dalam  Pasal  49  Peraturan  
Pemerintah epublik  Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 
yang berbunyi: Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di 
Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan 
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persyaratan: 
a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; 
b. kartu keluarga; 
c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; 
d. surat   pewarganegaraan   Indonesia   bagi   Orang   Asing   yang 
memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau 
penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah 
mengganti nama; dan 
f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. 
         Untuk permohonan visa bagi Orang Asing, persyaratan yang diberikan 
bergantung pada alasan/kegiatan Orang Asing berada di Wilayah Indonesia. 
Persyaratan umum untuk melakukan permohonan visa adalah paspor 
orang yang bersangkutan.
37
  Fakta-fakta yang dikumpulkan dan diolah untuk 
menjadi data. Sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar dapat 
dimengerti oleh orang lain. Dengan kata lain, data berisi suatu pernyataan 
fakta-fakta tertentu yang sudah melalui proses pengolahan sehingga 
menghasilkan suatu materi/isi dalam menarik suatu keputusan dan dapat 
digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam bidang keimigrasian, data 
merupakan pernyataan berupa kumpulan keterangan-keterangan dari pemohon 
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atau pemegang dokumen keimigrasian yang telah diolah oleh Pejabat Imigrasi 
sesuai ketentuan perundang-undangan dan termuat di dalam dokumen 
keimigrasian. Dapat disimpulkan bahwa keterangan dalam bidang 
keimigrasian adalah bentuk mentah  dari  data  yang  akan  menjadi  
pernyataan  (isi/materi)  dalam  suatu dokumen keimigrasian.  
          Perbuatan yang dilarang adalah memberikan keterangan tidak benar. 
Pelaku menyerahkan aplikasi data (berupa formulir) dan lampiran 
persyaratan yang telah direkayasa sedemikian rupa dan dilakukan dengan 
melawan hukum sehingga keterangan  itu  bersifat  tidak  sah  secara 
hukum  atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaku 
melakukan perbuatan tersebut bertujuan  untuk  memperoleh  atau  
mempergunakan  dokumen  keimigrasian yang sah. Namun dalam proses 
pembuatannya bersifat melawan hukum, maka keabsahan dokumen 
keimigrasian tersebut diragukan. 
Berdasarkan   hasil   analisis    tersebut,   dapat   disimpulkan   
bahwa pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang 
keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku 
tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen 
keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur 
dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, 
berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran). 
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C. Tinjauan tentang Paspor 
1. Pengertian Paspor 
         Paspor merupakan sebuah dokumen Wajib untuk bepergian ke luar 
negeri. Paspor memuat informasi penting terkait dengan pemegangnya, seperti 
Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Kebangsaan atau Kewarganegaraan, serta 
informasi-informasi penting lainnya yang dibutuhkan.  Paspor hanya bisa 
digunakan oleh orang yang namanya tercantum didalamnya, dengan kata lain 
paspor bisa dikatakan sebagai dokumen identitas diri pemegangnya, yang 
dikeluarkan secara resmi oleh suatu negara untuk setiap warganegaranya yang 
dalam memperolehnya dilakukan dengan mengajukan kepada kantor imigrasi 
setempat, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk negara Indonesia 
sendiri jawatan yang mengurus tentang perpindahan seorang warga negara ke 
suatu negara lain, adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan 
HAM Republik Indonesia, melalui kantor-kantor imigrasi yang ada di seluruh 
Indonesia Di Indonesia sendiri, Paspor dibagi kedalam dua jenis yakni Paspor 
Reguler dan Paspor Elektronik atau e-paspor, dan yang membedakannya 
adalah dari sampul e-paspor yakni dengan terdapatnya chip kecil yang memuat 
data-data pemegangnya secara elektornik, serta tersedia dalam dua pilihan, 
yakni 24 halaman dan 48 halaman.   
         Jika anda belum pernah mengajukan dan memiliki paspor, dan punya 
rencana untuk melakukan suatu perjalanan wisata atau liburan, baik terkait 
dengan liburan perayaan IMLEK 2018, ataupun sekedar liburan ke negera-
negara tujuan wisata populer di dunia, Dunia Asa - Dunia Wisata dan Kuliner 
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sangat menyarankan anda untuk menggunakan e-paspor.  E-Paspor memiliki 
banyak kelebihan, dibandingkan dengan paspor biasa (reguler), yakni: 
a. Tidak akan mudah untuk dipalsukan, karena e-paspor menyimpan data 
biometrik pemegangnya seperti wajah dan sidik jari yang tertanam di dalam 
chip di sampul e-paspor.  
b. Bisa bebas mengunjungi Jepang tanpa VISA atau biasa disebut dengan Visa 
Waiver. 
2. Syarat Permohonan  Paspor 
Persyaratan untuk  permohonan  paspor tercantum  dalam  Pasal  49  
Peraturan  Pemerintah epublik  Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian yang berbunyi: Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili 
atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada 
Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan 
melampirkan persyaratan: 
a.   Kartu tanda penduduk yang masih berlaku 
b.  Kartu keluarga 
c. Akta kelahiran, Akta perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, dan lainnya. 
d. Surat   pewarganegaraan   Indonesia   bagi   Orang   Asing   yang 
memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau 
penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
e.  Surat penetapan ganti nama dari pejabat berwenang  
f.  Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. 
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           Untuk permohonan visa bagi Orang Asing, persyaratan yang diberikan 
bergantung pada alasan/kegiatan Orang Asing berada di Wilayah Indonesia. 
Persyaratan umum untuk melakukan permohonan visa adalah paspor 
orang yang bersangkutan.
  
Fakta-fakta yang dikumpulkan dan diolah untuk 
menjadi data. Sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar dapat 
dimengerti oleh orang lain. Dengan kata lain, data berisi suatu pernyataan 
fakta-fakta tertentu yang sudah melalui proses pengolahan sehingga 
menghasilkan suatu materi/isi dalam menarik suatu keputusan dan dapat 
digunakan untuk melakukan suatu perbuatan.  
          Dalam bidang keimigrasian, data merupakan pernyataan berupa 
kumpulan keterangan-keterangan dari pemohon atau pemegang dokumen 
keimigrasian yang telah diolah oleh Pejabat Imigrasi sesuai ketentuan 
perundang-undangan dan termuat di dalam dokumen keimigrasian. Dapat 
disimpulkan bahwa keterangan dalam bidang keimigrasian adalah bentuk 
mentah  dari  data  yang  akan  menjadi  pernyataan  (isi/materi)  dalam  
suatu dokumen keimigrasian. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAHAN 
 
A. Bentuk Pemidanaan terhadap Orang yang Memberikan Keterangan Palsu 
untuk Memperoleh Paspor. 
          Orang tidak mungkin diprtanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan 
selanjutnya tidaklah mungkin dijatuhi pidana, kalau tidak melakukan prbuatan 
pidana, tetapi meskipun dipidana untuk kesalahan haruslah dipikirkan dua hal, 
pertama, keadaan bathin orang yang  melakukan perbuaan pidana, kedua hubungan 
antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang telah dilakukan.      Terjadinya 
tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang 
merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan 
berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan 
hukum meliputi  pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah 
Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara 
Republik Indonesia.   
         Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan 
hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau 
melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk 
kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparatur 
pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan 
dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian. 
Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan 
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disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat 
digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, 
korupsi, perdagangan orang, narkotika dan psikotropika, penyelundupan kayu dan 
penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya.    
1. Penyalahgunaan Dokumen Keimigrasian  
Penyalahgunaan dokumen Keimigrasian yang dapat diberlakukan ketentuan 
pidana apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:   
a. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau 
izin keimigrasian; 
b. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian 
palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia; 
c. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan 
yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan 
kepadanya; 
2. Unsur Setiap orang yang dengan sengaja:   
a. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui 
atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan 
b. Menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik 
Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan 
kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan 
kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak.   
c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk 
memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau 
orang lain,   
40 
 
 
d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat 
Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku.    
e. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, 
mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau 
blanko dokumen keimigrasian; atau   
f. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, 
mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat 
Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;   
g. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan 
diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik 
sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat 
Perjalanan Republik Indonesia;    
h. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan 
diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau 
menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;   
i. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau 
memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau 
dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak. 
3. Memasukan identitas palsu (Memberikan Keterangan yang Tidak Benar) 
           Memasukan identitas palsu dalam pembuatan paspor merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang oleh hukum. Beberapa ketentuan hukum yang dapat 
digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan paspor, 
antara lain Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun 
ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan 
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Keimigrasian, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian.  
4. Perbuatan memasukan keterangan palsu ke dalam pembuatan paspor merupakan 
perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
266 KUHP:  
a. Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian 
itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. 
b. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.  
          Selain itu Ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga melarang perbuatan 
memasukan identitas palsu ke dalam pembuatan paspor. Ketentuan Pasal 
tersebut menegaskan bahwa:  
“Setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau 
keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah.”  
 
         Terhadap paspor yang dibuat dengan menggunakan identitas palsu 
tersebut, selain dikenakan sanksi pidana pihak Keimigrasian juga berwenang 
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untuk membatalkan paspor tersebut.   
5. Memberikan Keterangan yang Tidak Benar 
          Dalam penelitian ini, terdapat salah satu perkara mengenai paspor yang 
dibuat dengan menggunakan identitas palsu atau dengan cara memberikan 
keerangan yang tidak benar yang diproses secara hukum kemudian diputus oleh  
Pengadilan Negeri Pemalang dengan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/ PN.Pml.    
a. Kronologis 
          Kronologis secara singkat, bahwa seorang terdakwa AAWA, lahir di 
Ibb, Yaman, umur / tanggal lahir : 37 tahun / 01 Januari 1982, jenis kelamin 
laki- laki, Kebangsaan Yaman, Tempat tinggal  di Jln. Dr.wahidin Gg. 7 no. 
18, RT.03/RW.02, Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota 
Pekalongan, agama Islam, pekerjaan Supir.             
          Terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak ingin 
didampingi oleh Penasihat Hukum.  
          Terdakwa ditangkap oleh Penyidik PNS Imigrasi pada tanggal 06 
November 2018.   
          Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan, oleh : Penyidik, sejak 06 
November 2018 s/d. Tanggal 25 November 2018. Perpanjangan Penuntut 
Umum, 25 November 2018 s/d. tanggal 04 Januari 2019. Penuntut Umum, 
sejak 03 Januari 2019 s/d. 22 Januari 2019. Hakim Pengadilan Negeri 
Pemalang, sejak 15 Januari  2019 s/d. 13 Februari  2019   Perpanjangan 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, sejak 14 Februari 2019 s/d. 14 
April 2019.  
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        Cara yang dilakukan terdakwa dalam  memberikan keterangan tidak 
benar adalah sebagai berikut: 
1) Terdakwa datang dan bertempat tinggal di Jakarta, selama 1 (satu) tahun, 
kemudian pindah ke Semarang selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah 
ke Pekalongan dan terakhir menetap di Kelurahan Cikadu Kecamatan 
Watukumpul Kabupaten Pemalang. Kemudian Menikah dengan saksi 
Septi NUS, pada bulan oktober 2017 di KUA Watukumpul Kabupaten 
Pemalang (berdasarkan dokumen buku nikah No.0624/016/X/2017 yang 
diterbitkan oleh KUA Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, 
tanggal 30 Oktober 2017 atas nama AAWA dan  Septi NUS. 
2) Setelah menikah AAWA berkeinginan pergi ke Yaman, kemudian minta 
bantuan kepada Habib Baha (tokoh masyarakat di desa Talang, 
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah) untuk dibuatkan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP),  sebagai salah satu persyaratan 
pembuatan dokumen keimigrasian berupa pasport, untuk memenuhi 
keinginan terdakwa maka HABIB BAHA menemui Saksi AKHMAD 
ZUBAIDI ( Seorang Kasi Pelayanan pada Kantor adaesa Talang, 
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ) untuk membantu terdakwa 
didalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP). 
3) Saksi AKHMAD ZUBAIDI curiga terdakwa adalah orang asing dengan 
akasan tidak dapat berbahasa Jawa sehingga saksi AKHMAD ZUBAIDI 
bertanya kepada HABIB BAHA tentang asal terdakwa dan dijelaskan 
kalau terdakwa telah lama belajar di Hadramaut, Yaman sehingga tidak 
lancar berbahasa Jawa dan terdakwa adalah orang Pekalongan, karena 
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percaya dengan penjelasan HABIB BAHA maka selanjutnya pada hari 
senin Saksi AKHMAD ZUBAIDI mendaftarkan berkas pemohon Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa AAWA ke Kantor 
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
4) Sesuai ketentuan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus 
melampirkan Kartu Keluarga (KK) dimaksud dan kepada saksi 
selanjutnya diberikan 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 
3375022411170002 a.n. AIMAN ABDULWAHAB ABDO yang 
diterbitkan oleh DINDUKCAPIL Kota Pekalongan, berdasarkan Surat 
Keterangan Perekaman KTP-El No. 3328/SKT/20170726/01023 NIK. 
3328120101820020 a.n. AIMAN ABDULWAHAB ABDO yang 
diterbitkan oleh DINDUKCAPIL Kab. Tegal tanggal 26 Juli 2017 
diketahui bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 terdakwa telah melakukan 
perekaman dalam rangka pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) 
Elektronik. 
5) Dikarenakan terdakwa AAWA sebenarnya adalah orang pekalongan dan 
bukan orang Kabupaten Tegal maka dibuatlah keterangan perpindahan 
terdakwa dari Kabupaten Tegal ke Kabupaten Pekalongan berdasarkan 
dokumen permohonan Surat Keterangan Pindah WNI pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan 
Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota No. SKPWNI/3328/ 
23102017/0086 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 23 Oktober 2017 dan 
kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 terbitlah Kartu Tanda Penduduk 
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(KTP) a.nm terdakwa AAWA dengan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) 3328120101820020 yang diterbitkan di Kota Pekalongan. 
       Seluruh bukti identitas tersebut di atas, antara  lain KTP,  KK, dan Akta 
nikah telah diterbitkan oleh Institusi resmi, namun identitas tersebut 
diperoleh dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar, yaitu 
mengaku sebagai Warga Negara Indonesia saat mengajukan permohonan 
penerbitan paspor di kantor Imigrasi Pemalang, padahal sebenarnya ia 
adalah warga negara Yaman. Berdasarkan fakta tersebut maka dengan 
demikian unsur “dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar” 
telah terpenuhi. Sehingga unsur-unsur memenuhi Pasal 126 huruf  c Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, telah 
terpenuhi. 
c. Putusan 
          Bahwa Pengadilan Negeri Pemalang, telah  membaca surat- surat 
dalam berkas perkara ini.  Mendengarkan keterangan para saksi dan 
keterangan terdakwa di persidangan. Memperhatikan barang bukti yang 
diajukan ke persidangan. Telah pula mendengar Tuntutan 
Pidana/Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada 
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini 
memutuskan : 
1) Menyatakan terdakwa AAWA terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Memberikan 
Keterangan Yang Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia Bagi Dirinya Sendiri “ sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 126 huruf c UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi 
sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa AAWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
Tahun semuanya dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan 
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 
Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan 
kurungan. Adapun oleh Hakim, terdakwa  AAWA dijatuhi pidana 
penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidakmembayar pidana denda 
tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 
bulan. 
2) Menyatakan barang bukti berupa : 
a) 1 (satu) buah Buku Nikah No. 0624/016/X/2017 a.n. AAWA yang 
diterbitkan oleh KUA Kecamatan Watukumpul Pemalang tanggal 30 
Oktober 2017, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SNU (istri 
terdakwa AAWA). 
b) 1 (Satu) lembar print out kode booking permohonan paspor R.I. On-
line No. 12CAE77Df a.n. AAWA. 
c) 1 (satu) buah KTP NIK 3328120101820020 a.n. AAWA diterbitkan 
di Kota Pekalongan tanggal 02 Januari 2016. 
d) 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 3375022411170002 a.n. AAWA 
diterbitkan oleh Dindukcapil Kota Pekalongan tanggal 27 Novemberv 
2017 
e) 1(satu) lembar Surat Keterangan Perekaman Ktp-el No. 
47 
 
 
3328/SKT/ 20170726/ 01023 NIK. 3328120101820020 a.n. AAWA 
diterbitkan oleh DINDUKCAPIL Kab. Tegal tanggal 26 Juli 2017 
Pakistan No. JL9992631 a.n. MJI 
f) 1 (satu) buah MAP permohonan Paspor R.I. No. A-030 tangggal 03 
Oktober 2018 a.n. AAWA. 
g) dan seterusnya,  
h) 1 (satu) lembar Surat Direktur Sistem dan Teknologi Informasi 
Keimigrasian No. IMI.7-GR.04.02-2599 tanggal 23 November 2018. 
(kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara) 
i) Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
j) Telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh 
unsur Dakwaan Pasal 126 huruf c UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang 
Imigrasi, denan terpenuhinya semua unsur-unsur : 
(1) Setiap orang. 
(2) Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar. 
(3) Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 
Bagi Dirinya Sendiri. 
3)  Pembatalan Paspor 
          Dalam kaitannya degan pembatalan paspor yang menggunakan 
identitas palsu, berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam  Pasal 64 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, bahwa pembatalan dokumen 
perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:  
a) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara 
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tidak sah; 
b) Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;  
c) Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan paspor;  
d) Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan; atau  
e) Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan 
         Ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 
tersebut menunjukkan bahwa salah satu tindakan yang berakibat paspor 
dibatalkan adalah apabila pembuatannya menggunakan keterangan palsu. 
Keterangan yang dipalsukan dalam pembuatan  tersebut dapat berupa 
keterangan yang termuat sejuamlah kartu atau surat identitas, yaitu:  
a) Kartu tanda penduduk  (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan 
pindah ke luar negeri; 
b) Kartu keluarga;   
c) Akta kelahiran,   
d) Akta perkawinan atau buku nikah,   
e) Ijazah, atau Surat baptis;   
f) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh 
kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau 
penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;   
g) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang 
telah mengganti nama;    
h) Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa 
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         Terkait mekanisme pembatalan paspor, Undang-Undang 
Keimigrasian menyatakan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun 
dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dinyatakan 
bahwa:  
"Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, 
pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian 
paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor diatur dengan 
Peraturan Menteri."  
 
          Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan 
Pelaksanaannya tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Menkumham) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang  Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana 
Paspor, yang antara lain  mengatur tentang pembatalan paspor yang 
pembuatannya menyalahi ketntetuan perundang-undangan yang berlaku.    
          Keteentuan Pasal 30 Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2014 
menegaskan bahwa dalam hal pembatalan paspor karena alasan diperoleh 
secara tidak sah atau pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak 
benar, maka terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan 
dibuatkan berita acara pemeriksaan.    
           Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling 
lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan 
pengajuan pembatalan Paspor biasa. Berita acara pemeriksaan Paspor 
biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk 
diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa.    
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            Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berita 
acara pemeriksaan. Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui 
pembatalan Paspor biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan 
Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara penguntingan. Selanjutnya 
ketentuan Pasal 32 Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2014 
menegaskan bahwa dalam hal pembatalan karena alasan pemegangnya 
meninggal dunia atau karena kesalahan dan rusak pada saat proses 
penerbitan, ditindaklanjuti dengan membuat berita acara pembatalan.    
            Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan  tidak diambil 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, maka 
pemohon dapat diberikan Paspor biasa melalui prosedur pengajuan 
permohonan penggantian Paspor biasa. Begitu pula bagi paspor biasa yang 
dibatalkan dengan alasan kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan, 
maka yang bersangkutan langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui 
prosedur pengajuan permohonan.    
         Dalam hal Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan karena 
diperoleh secara tidak sah atau pemegang memberikan keterangan palsu 
atau tidak benar, Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menkumham Nomor 8 
Tahun 2014 menegaskan bahwa Kepala Kantor Imigrasi setempat dapat 
memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk 
melakukan Penyidikan terhadap pemohon. Perintah penyidikan 
sebagaimana dimaksud dimuat dalam surat keputusan pembatalan.    
         Perkembangan proses penyidikan sebagaimana dimaksud, dilaporkan 
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kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dan  dicantumkan 
dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Ketika teridentifikasi 
adanya pemalsuan atau memasukan keterangan palsu dalam pembuatan 
paspor, maka yang paling bertanggung jawab baik secara administratif, 
keperdataan maupun secara pidana adalah pemilik paspor yang 
bersangkutan.    
         Selain itu, pihak agen yang dipercayakan untuk mengurus paspor 
juga berpotensi untuk ikut bertanggungjawab atas terbitnya paspor dengan 
menggunakan keteranagan palsu sepanjang yang bersangkutan dengan 
sengaja memalsukan dokumen, baik secara pribadi maupun melalui 
persekongkolan dengan pemilik paspor. Dalam sejumlah kasus Tenaga 
kerja Indonesia (TKI) yang terjadi di NTT, disinyalir pihak agen Penyalur 
Tenaga Kerja cenderung merekayasa identitas calon TKI yang 
dipekerjakan di luar negeri, antara lain megenai nama, umur, alamat 
domisili, dan sebagainya. Oleh karena itu apabila terbukti  agen penyalur 
tenaga kerja ikut terlibat dalam pembuatan paspor dengan menggunakan 
identitas palsu, maka mereka juga ikut bertanggungjawab secara pidana. 
Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pihak imigrasi tidak ikut  
bertanggungjawab atas terbitnya paspor dengan menggunakan identitas 
palsu tersebut? Terkait persoalan ini, pihak Keimigrasian berpendirian 
bahwa apabila upaya pemalsuan dokumen pendukung paspor itu dilakukan 
oleh yang bersangkutan atau oleh agen perusahaan sponsor pembuatan 
paspor, maka perbuatan seperti itu di luar kewenangan aparat 
keimigrasian. Pihak Keimigrasian berprinsip bahwa dalam memproses 
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pembuatan paspor selalu berdasarkan dokumen identitas diri yang 
diajukan. Sekalipun data-datanya mungkin palsu atau tidak sesuai, tetapi 
dokumennya asli/sesuai, maka pihak imigrasi tetap memprosesnya. Pihak 
pembuat dokumen pendukung paspor itu yang patut dimintai keterangan 
polisi. Jika pemohon paspor itu baru pertama kali mengurus paspor, 
kemudian identitasnya dipalsukan dalam dokumen pendukung karena 
ditangani oleh pihak ketiga (calo), maka jaringan komputer imigrasi tidak 
mempermasalahkannya. Oleh karena itu, pihak keimigrasian selalu 
berhati-hati dan meneliti secara cermat keabsahan dokumen pendukung 
pembuatan paspor, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 
(KK), akte kelahiran/ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam 
praktek memang ada pihak ketiga yang diberi kartu pengenal oleh Divisi 
Keimigrasian Kanwil KUMHAM untuk kemudahan pengurusan paspor. 
Orang itu merupakan agen perusahaan sponsor pembuatan paspor, dan 
kalau orang itu yang terlibat pemalsuan dokumen pendudukung maka 
dialah yang patut diproses secara hukum.   
        Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke 
dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. Konsep ini hendak menyatakan 
bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum 
keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, sarana dan 
prasarana hukum keimigrasian, dalam  operasionalisasinya harus selalu 
mengandung Tri Fungsi yaitu: 
1) Fungsi pelayanan masyarakat:  
Merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi 
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negara yang mencerminkan aspek pelayanan, dan dari aspek itu 
imigrasi dituntut memberikan pelayanan yang prima di bidang 
keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA. 
2) Fungsi penegakan hukum:  
Menegakan seluruh aturan hukum keimigrasian terkait keberadaan 
setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia baik WNI atau 
WNA. Secara operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh 
institusi Imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, 
izin bertolak, izin keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk 
penegakan hukum yang bersifat proyustisia yaitu kewenangan 
melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.  
3) Fungsi keamanan:  
Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, dalam arti 
Imigrasi sebagai institusi pertama dan terakhir dalam menyaring 
kedatangan dan keberangkatan orang masuk dan keluar wilayah 
Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukkan kepada 
WNA meliputi:  
(a) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang 
asing melalui pemeriksaan permohonan visa; 
(b) Melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lainnya, 
khususnya memberikan supervisi perihal penegakan hukum 
keimigrasian; 
(c) Melakukan operasi intelejen bagi kepentingan keamanan negara;   
(d) Melaksanakan pencegahan dan penangkalan.   
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         Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam 
bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian 
Hukum dan HAM RI yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah 
dan juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. 
Sebagaimana di sebutkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 
pasal 4 (ayat 1), bahwa Keimigrasian membentuk kantor Imigrasi di 
kabupaten, kota, atau kecamatan untuk melaksanakan fungsinya.   
         Pemberian dokumen keimigrasian, dalam hal ini Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada dasarnya merupakan 
perwujudan perlindungan hak asasi manusia untuk melakukan 
perjalanan keluar negeri dengan maksud dan tujuan apapun selama 
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Imigrasi berkewajiban memberikan Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) kepada setiap warga negaranya 
yang akan melakukan perjalanan keluar negeri sepanjang tidak ada 
hal-hal yang memberatkan.   
        Kewajiban yang dilakukan ini juga merupakan perwujudan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 16 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
menegaskan bahwa Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar 
Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: (1) tidak memiliki 
Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan (2) diperlukan 
untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan 
pejabat yang berwenang; atau namanya tercantum dalam daftar 
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Pencegahan.   
        Selain itu Pejabat  Imigrasi  juga  berwenang  menolak  Orang 
Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing 
tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
B. Upaya Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang  
1. Bentuk pemidanaan terhadap  orang yang memberikan keterangan palsu untuk 
memperoleh Paspor 
Fokus utama dalam pembahasan mengenai unsur memberikan 
keterangan tidak benar pada Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Tindak Pidana 
Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 
adalah analisis terhadap Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Tindak Pidana 
Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 
yang dikaitkan dengan Kejahatan Pemalsuan dalam Pasal 242 ayat (1) 
dan Pasal   270   KUHPidana,   sehingga   jelas   pengertian   unsur   
memberikan keterangan tidak benar dalam tindak pidana imigrasi, khususnya 
yang terdapat pada Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  
Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.
  
Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan  menjadi dua,  yaitu: 
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unsur obyektif, dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif 
adalah perbuatan  orang,  akibat  yang  terlihat,  dan  kemungkinan  adanya  
keadaan  tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subyektif adalah 
orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. 
Untuk  mengetahui  pengertian  unsur  memberikan  keterangan  tidak 
benar dalam tindak pidana imigrasi, maka dapat diidentifikasi dan dianalisa 
melalui perbandingan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam 
kejahatan pemalsuan yang diatur dengan KUHPidana dan unsur memberikan 
keterangan tidak benar yang diatur dengan Undang-Undang.  
Perbandingan unsur-unsurnya menunjukkan adanya keterkaitan 
kejahatan pemalsuan dalam KUHPidana dan tindak pidana imigrasi yang 
terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar, yaitu tindak pidana 
ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 270 merupakan ketentuan hukum yang 
bersifat umum apabila dikaitkan dengan tindak pidana imigrasi yang terdapat 
unsur memberikan  keterangan  tidak  benar, sehingga  dapat  dijadikan  
acuan dalam menganalisa unsur memberikan keterangan tidak benar. Pasal 242 
ayat (1)  KUHPidana  mempunyai  unsur  keterangan  palsu,  sedangkan  Pasal  
270 KUHPidana mengatur unsur-unsur yang terdapat pada kejahatan 
pemalsuan  terhadap surat-surat tertentu. Kebanyakan jenis surat-surat tertentu 
dalam Pasal 270 KUHPidana merupakan jenis-jenis dokumen keimigrasian 
yang digunakan dalam bidang imigrasi. Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c 
Undang-Undang Keimigrasian mengatur tindak pidana yang didalamnya 
terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar. Tindak pidana imigrasi 
yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar memenuhi sebagian 
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unsur-unsur dalam tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu dan 
kejahatan pemalsuan surat-surat tertentu. 
Berbagai upaya dilakukan pelaku agar dapat memperoleh dokumen 
keimigrasian, sehingga pelaku dapat melakukan perjalanan antar negara. Salah 
satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan keterangan tidak 
benar yang menjadi bagian unsur tindak pidana keimigrasian. Menurut bahasa 
dan  susunan kata, memberikan  keterangan  tidak  benar adalah  suatu  
tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerahkan suatu uraian, berupa 
informasi,   baik   secara   lisan   maupun   tertulis,   yang   nilai   
keabsahannya diragukan karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang 
sebenar-benarnya. 
Dalam hukum keimigrasian, keterangan dibutuhkan dan diberikan pada 
saat permohonan dan perpanjangan dokumen keimigrasian sesuai dengan 
ketentuan   peraturan   yang   berlaku.   Menurut   Kamus   Bahasa   Indonesia, 
pengertian keterangan adalah: 
a.   Uraian atau penjelasan dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; 
b.   Sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti dan tanda; 
c.   Segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu. 
Demi kepastian hukum, keterangan harus dalam bentuk tulisan yang 
dapat digunakan sebagai bukti. Keterangan dalam hukum keimigrasian dapat 
diartikan  sebagai  uraian,  penjelasan  atau  petunjuk  yang  terdapat  dalam 
lampiran persyaratan pada saat proses permohonan atau perpanjangan berupa 
surat-surat dan kelengkapan yang berisi fakta/peristiwa dan dibutuhkan sebagai 
pembuktian bagi pemohon dan pemegang dokumen keimigrasian. Persyaratan 
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untuk  permohonan  paspor tercantum  dalam  Pasal  49  Peraturan  
Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 
yang berbunyi: Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di 
Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan 
persyaratan: 
a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku; 
b. Kartu keluarga; 
c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; 
d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi   Orang   Asing   yang memperoleh 
kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian 
pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
e.  S urat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah 
mengganti nama; dan 
f.  Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. 
          Untuk permohonan visa bagi Orang Asing, persyaratan yang diberikan 
bergantung pada alasan/kegiatan Orang Asing berada di Wilayah Indonesia. 
Persyaratan umum untuk melakukan permohonan visa adalah paspor 
orang yang bersangkutan. Fakta-fakta yang dikumpulkan dan diolah untuk 
menjadi data. Sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar dapat 
dimengerti oleh orang lain. Dengan kata lain, data berisi suatu pernyataan 
fakta-fakta tertentu yang sudah melalui proses pengolahan sehingga 
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menghasilkan suatu materi/isi dalam menarik suatu keputusan dan dapat 
digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam bidang keimigrasian, data 
merupakan pernyataan berupa kumpulan keterangan-keterangan dari pemohon 
atau pemegang dokumen keimigrasian yang telah diolah oleh Pejabat Imigrasi 
sesuai ketentuan perundang-undangan dan termuat di dalam dokumen 
keimigrasian. Dapat disimpulkan bahwa keterangan dalam bidang 
keimigrasian adalah bentuk mentah  dari  data  yang  akan  menjadi  
pernyataan  (isi/materi)  dalam  suatu dokumen keimigrasian.   
         Perbuatan yang dilar ang adalah memberikan keterangan tidak benar. 
Pelaku menyerahkan aplikasi data (berupa formulir) dan lampiran persyaratan 
yang telah direkayasa sedemikian rupa dan dilakukan dengan melawan hukum 
sehingga keterangan  itu  bersifat  tidak  sah  secara hukum  atau 
bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaku melakukan perbuatan 
tersebut bertujuan  untuk  memperoleh  atau  mempergunakan  dokumen  
keimigrasian yang sah. Namun dalam proses pembuatannya bersifat melawan 
hukum, maka keabsahan dokumen keimigrasian tersebut diragukan.  
          Berdasarkan   hasil   analisis    tersebut,   dapat   disimpulkan   bahwa 
pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang 
keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku 
tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen 
keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur 
dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, 
berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran). 
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         Unsur memberikan keterangan tidak benar merupakan salah satu 
rumusan tindak pidana pada Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Undang- 
Undang Keimigrasian. Sesuai asas teritorialitet, maka setiap warga negara 
Indonesia dan warga negara asing dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang yang 
berlaku di Indonesia. Maka subyek hukum “setiap orang” dalam 
ketentuan Pasal  123  juncto  Pasal  126  huruf  c  Undang-Undang  
Keimigrasian  dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan 
perbuatan yang memenuhi rumusan unsur memberikan keterangan tidak benar 
yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut. 
         Berdasarkan kasus di atas, maka bentuk pemidanaan terhadap terdakwa 
AAWA adalah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan 
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pml 
2. Strategi yang Ditempuh Oleh Kantor Imigrasi Untuk Mencegah Penerbitan 
Paspor dengan Menggunakan Identitas Palsu  
          Sistem pelayanan pembuatan paspor di Kantor Keimigrasian secara 
yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang  Paspor 
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 
11 Peraturan Menkumham  tersebut, bahwa penerbitan paspor biasa dilakukan 
melalui mekanisme yang terdiri atas:  
a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;   
b. Pembayaran biaya Paspor;   
c. Pengambilan foto dan sidik jari;   
d. Wawancara;   
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e. Verifikasi; dan   
f. Adjudikasi.   
        Pejabat Imigrasi diberi tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan 
permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan. Apabila hasil 
pemeriksaan tersebut telah memenuhi persayaratan, maka selanjutnya dimuat 
dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi. 
Dalam hal terdapat kesamaan biodata pemohon dengan biodata daftar 
pencegahan yang termuat dalam Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian, 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
         Penolakan permohonan dimaksud disertai dengan surat penolakan dan 
rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi Manajemen 
Keimigrasian. Sebaliknya apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 
bahwa persyaratan yang diajukan itu belum lengkap, maka Pejabat Imigrasi 
yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada 
pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 
permohonan diterima.  
          Pengembalian dokumen persyaratan permohonan tersebut disertai 
dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi.  
Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama pemohon tidak tercantum 
dalam daftar pencegahan, maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan 
pengambilan foto dan  sidik jari. Pejabat Imigrasi wajib melakukan wawancara 
dengan mencocokan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan 
dokumen persyaratan asli Pemohon.   
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         Pejabat Imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan 
kepada Pemohon. Apabila  Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menemukan 
kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau 
keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk 
dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penelitian atau 
pemeriksaan tersebut dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Demikian pula 
apabila pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap 
persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen 
asli persyaratan yang dimilikinya, maka permohonan dibatalkan oleh petugas 
imigrasi yang ditunjuk, sekalipun permohonan yang dibatalkan tersebut telah 
dialokasikan blangko Paspor biasa, dan dicatat dalam Sistem Infomasi 
Manajemen Keimigrasian.   
         Proses verifikasi dan adjudikasi terhadap penerbitan Paspor biasa oleh 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dilakukan dengan mencocokan data biometrik 
Pemohon dan basis data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen 
Keimigrasian. Apabila pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan 
duplikasi data pemohon, maka proses penerbitan Paspor biasa dilanjutkan pada 
tahapan pencetakan dan uji kualitas.  
          Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa 
dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara. 
Batas waktu penerbitan Paspor biasa tersebut  berlaku juga terhadap Paspor 
biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri. Waktu penyelesaian 
penerbitan Paspor biasa tersebut dikecualikan bagi penerbitan Paspor biasa 
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untuk alasan penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau 
penggantian paspor duplikasi.    
         Sekalipun sistem pembuatan paspor sudah ditata secara baik, namun 
dalam kenyataannya masih saja terjadi adanya pemalsuan identitas dalam 
pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) dengan memberikan data identitas 
palsu atau keterangan yang tidak benar, dan banyak dari mereka yang lolos 
dari jerat humum pidana. Upaya untuk mencegah terjadinya pemalsuan 
identitas, menurut Bapak Fariz Andrianto, adalah “dengan cara melakukan 
sistem photo terpadu berbasis biometrik, melakukan secara cermat seluruh 
tahapan proses wawancara, pemeriksaan dokumen identitas melalui alat 
pendeteksi dokumen palsu”.22   
        Proses pemeriksaan dokumen pendukung pembuatan paspor 
membutuhkan keterlibatan pihak-pihak yang menerbitkan dokumen-dokumen 
tersebut. Oleh karena itu dibtuhkan sebuah jaringan pelayanan pembuatan 
paspor yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang 
memproduksi dokumendokumen tersebut melalui pelayanan satu atap. 
Keterlibatan berbagai pihak dalam pelayanan pembuatan paspor ini menjadi 
sangat penting, karena dewasa ini dengan perkembangan teknologi informatika 
membuat orang dengan mudahnya membuat dokumen-dokumen yang sama 
persis dengan aslinya walaupun itu palsu.  
         Dengan pelayanan satu atap dalam pembuatan paspor ini tentunya akan 
sangat membantu mencegah terjadinya penerbitan paspor dengan 
                                                             
22 Fariz Andrianto, Staf Penindakan, tanggal 21 Januari 2020. Kantor Imigrasi Pemalang.  
64 
 
 
menggunakan identitas palsu. Selain itu upaya represif dengan cara 
memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur 
dalam KUHP dan Peraturan perundang-undangan keimigrasian.  
         Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 1 Peraturan Menkumham Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah 
ditetapkan sanksi administrasi berupa penangguhan pemberian permohonan 
paspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.  Sanksi administrasi tersebut juga 
perlu dipadukan dengan memaksimalkan penerapan sanksi pidana 
sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 266 KUHP, perbuatan memasukan 
keteranga palsu ke dalam pembuatan paspor diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh (7) tahun.  
          Demikian pula Ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menetapkan perbuatan memasukan 
identitas palsu ke dalam pembuatan paspor dikenakan sanksi pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 
(lima ratus juta) Rupiah. Saksi pidana yang diatur dalam Undang-undang 
Keimigrasian ini tergolong cukup berat, karena perumusan sanksi pidananya 
secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda.  
        Dengan demikian apabila diterapkan secara optimal maka akan 
memberikan efek jera bagi pelaku, dan di sisi yang lain akan mendorong 
masyarakat agar pengurusan paspornya sesuai prosedur yang telah ditetapkan 
dan menghindari adanya praktek percaloan. 
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         Penegakan hukum adanya unsur memberikan keterangan tidak benar 
seperti yang telah diatur dalam Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Undang- 
Undang Keimigrasian diselesaikan dengan sistem dan mekanisme yang ada 
dalam penegakan hukum imigrasi. Sama seperti bidang hukum lainnya, hukum 
imigrasi memiliki beberapa jenis upaya penegakan hukum imigrasi demi 
tercapainya tujuan hukum.  
        Implikasi  yuridis  adanya  unsur  memberikan  keterangan  tidak  benar 
pada Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c tindak pidana imigrasi dalam 
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  dapat  
dihubungkan dengan upaya penanggulangan kejahatan antara lain: 
a.   Upaya Preventif 
Upaya ini merupakan tindakan yang bersifat pencegahan. Upaya 
penanggulangan preventif dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan 
tindakan pengamanan terhadap dokumen keimigrasian, sehingga paspor, 
visa maupun dokumen keimigrasian lainnya yang telah dikeluarkan secara 
sah dan resmi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. 
b. Upaya Represif 
Upaya penanggulangan secara represif dalam bidang imigrasi lebih dikenal 
dengan sebutan Tindakan Keimigrasian. Tindakan keimigrasian adalah 
suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seseorang 
(pelaku) yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, 
penyalahgunaan, dan kejahatan dalam penegakan hukum keimigrasian. 
Tindakan Keimigrasian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 
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c. Tindakan Non Litigasi 
Berikut ini jenis-jenis tindakan non litigasi dalam keimigrasian terkait unsur 
memberikan keterangan tidak benar dalam dokumen keimigrasian, antara 
lain: 
1) Tindakan  administrasi  terkait  permohonan  dan  penggunaan 
dokumen keimigrasian 
2) Pencegahan dan penangkalan 
3) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah 
Indonesia 
4) Deportasi 
d. Tindakan Pro Justitia 
           Sanksi pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur memberikan 
keterangan tidak benar dalam ketentuan pidana Pasal 123 dan Pasal 126 
huruf c Undang-Undang Keimigrasian bersifat kumulatif, yaitu pidana 
penjara dan pidana denda. Bersifat kumulatif artinya kedua sanksi tersebut 
harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana keimigrasian. Sanksi pidana 
terkait adanya unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang 
imigrasi menurut ketentuan pidana Undang-Undang Keimigrasian, yaitu: 
1) Pasal 123 memuat sanksi  Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
2) Pasal 126 huruf c memuat sanksi Pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Bentuk pemidanaan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu untuk 
memperoleh Paspor termasuk dalam salah satu rumusan tindak pidana yang 
terdapat dalam Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Undang- Undang 
Keimigrasian. Memberikan keerangan yang tidak benar dalam Putusan Nomor 
8/Pid.Sus/2019/ PN.Pml,  terdakwa  AAWA sebagai subjek hukum (setiap 
orang) dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa 
tidakmembayar pidana denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan.    
2. Upaya yang dilakukan Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang dalam mencegah 
tindak pidana memberikan keterangan palsu untuk memperoleh paspor antra 
lain upaya preventif, represif, non litigasi, serta ditetapkan sanksi administrasi 
berupa penangguhan pemberian permohonan paspor dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan.  Sanksi administrasi tersebut juga perlu dipadukan dengan 
memaksimalkan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP 
maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
B. Saran-saran 
1. Untuk mencegah orang-orang yang akan membuat paspor dengan cara 
melanggar hukum (memberikan keterangan palsu) diperlukan kewaspadaan 
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dan ketelitian yang dilakukan oleh Petugas atau pejabat imigrasi sehingga 
dapat meminimalisasi tindakan orang-orang yang akan mengurus paspor secara 
ilegal. 
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imgrasi Kelas II Pemalang untuk mencegah 
tindak pidana memberikan keterangan palsu selama ini cukup profesional, 
namun perlu lebih ditingkatkan dari perpespektif penanganan setiap kasus 
keimigrasian. 
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